
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
       NOMOR 146/PMK.04/2010 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI  

KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

MENTERI KEUANGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk 
pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan 
dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu 
pengaturan mengenai tata cara pemasukan dan 
pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari kawasan yang 
telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas; 

b. bahwa pengaturan di bidang cukai untuk Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, melengkapi pengaturan di bidang 
kepabeanan dan perpajakan untuk Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ada sebelumnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan  Pasal 16 
ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta 
Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke 
dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk 
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai 
Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4661); 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


-2- 
 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor  44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta 
Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke 
dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk 
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4970); 

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 
   

       MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


-3- 
 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 

3. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Cukai.  

4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di 
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 
Undang-Undang Kepabeanan.  

5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 
selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu 
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah 
Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
dan cukai. 

6. Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

7. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan 
Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang 
Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

8. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan 
pabrik. 

9. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya 
disingkat dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan 
Pabean yang digunakan dalam rangka pemasukan barang 
ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan 
Bebas. 

10. Dokumen Cukai Free Trade Zone yang selanjutnya 
disingkat dengan CK-FTZ adalah dokumen cukai untuk 
pemberitahuan dalam rangka pemasukan Barang Kena 
Cukai ke Kawasan Bebas atau pengeluaran Barang Kena 
Cukai dari Kawasan Bebas, dalam bentuk formulir atau 
melalui media elektronik. 

11. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
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BAB II 

PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI KE KAWASAN BEBAS 
 

Pasal 2 

(1) Pemasukan Barang Kena Cukai dari Luar Daerah Pabean 
ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha 
yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan 
Pengusahaan Kawasan. 

(2) Pemasukan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dilakukan melalui kawasan pabean 
dalam pelabuhan atau  bandar udara yang ditunjuk oleh 
Badan Pengusahaan Kawasan. 

(3) Atas pemasukan Barang Kena Cukai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan pembebasan cukai. 

(4) Jumlah dan jenis Barang Kena Cukai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan sebagai barang 
konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas 
ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.  

 
Pasal 3 

(1) Pemasukan Barang Kena Cukai berupa Minuman 
Mengandung Etil Alkohol dari Pabrik di Tempat Lain 
Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat 
dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin 
usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan. 

(2) Pemasukan Barang Kena Cukai berupa Minuman 
Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dilakukan melalui kawasan pabean dalam 
pelabuhan atau  bandar udara yang ditunjuk oleh Badan 
Pengusahaan Kawasan. 

(3) Atas Pemasukan Barang Kena Cukai berupa Minuman 
Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan pembebasan cukai. 

(4) Jumlah dan jenis Barang Kena Cukai berupa Minuman 
Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dimasukkan sebagai barang konsumsi untuk 
kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas ditetapkan oleh 
Badan Pengusahaan Kawasan. 
 

Pasal 4 

(1) Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil 
Alkohol yang dibuat oleh Pabrik di Kawasan Bebas untuk 
konsumsi penduduk di Kawasan Bebas diberikan 
pembebasan cukai. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

